


BUPATI TUBAN 


PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 48 TAHUN 2012 
TENTANG 


PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 


Menimbang 


Mengingat 


NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI TUBAN, 


. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 105 


Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah, perlu menyusun peraturan pelaksanaannya 
dengan Peraturan Bupati: 


. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 


huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah: 


. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 


Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730), 


. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 


dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3987), 


. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 


(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4189), 


10. 


11. 


12. 


13. 


. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4377), 


. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 


Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): 


. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 


Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438): 


. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 


dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049): 


. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 


Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4049): 


. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 


Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575): 


Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerzh 
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 153): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011: 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dinas Kabupaten Tuban sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 
Seri D Nomor 2): 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 
Tahun 2011 Seri B Nomor 1): 





14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 1011 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8), 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 05 
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 


1. 


2: 
3. 
4 


10. 


Daerah adalah Kabupaten Tuban. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. 

Bupati adalah Bupati Tuban. 

DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tuban. 

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh ). 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
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Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum. 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 
dan batubara. 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet. 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchlizp 
haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas 


tanah dan/atau bangunan. 
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Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- 
undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu ) bulan kalender atau jangka waktu lain 
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu ) tahun kalender, kecuali 
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek 
dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 


daerah. 
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 


pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 





46. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

47. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serargkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 

49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Pamong Praja Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 
untuk melakukan penyidikan. 

50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor 
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya. 


BAB II 
BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD 
Pasal 2 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, Restoran, Hiburan, 
Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah dan 
Sarang Burung wajib mendaftarkan diri kepada DPPKAD untuk dikukuhkan sebagai 
Wajib Pajak. 

(2) Apabila orang pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas mengukuhkan orang pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib 
Pajak secara jabatan. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan 
menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD. 

(4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberikan tanda terima 


pendaftaran. 





(5) Bentuk dan isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran | 
Peraturan Bupati ini. 
Pasal 3 
(1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Kepala Dinas menerbitkan kartu NPWPD. 
(2) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode NPWPD sebagai 
berikut : 


a. Kode Pajak 2P:2 

b. Kode Jenis Pajak :01s/d09 
c. Kode Wilayah Kecamatan  : 01s/d20 
d. Kode Wilayah Desa :01s/d 328 


(3) Kode NPWPD sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD. 
(4) Penyerahan kartu NPWPD diberikan dengan bukti tanda terima. 
(5) Bentuk kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini 


BAB III 
TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT 
Pasal 4 


(1) Pajak Daerah dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib 
Pajak. 

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(3) Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya, menggunakan SPTPD untuk 
menghitung, memperhitungkan menetapkan pajak terutangnya sendiri. 

(4) Bentuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum 


dalam lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini. 


BAB IV 


TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD, SKPDKB 
DAN SKPDKBT 
Pasal 5 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membuat SPTPD pada akhir bulan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada Pemerintah 


Daerah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. 





(3) Dalam membuat/mengisi SPTPD, wajib pajak sekurang-kurangnya memberikan 

keterangan : 

a) data Wajib Pajak, 

b) alamat Wajib Pajak / Perusahaan: 

c) jenis Usaha: 

d) peralatan yang digunakan: 

e) jumlah omzet dan pajak terutangnya: dan 

f) fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran: 

(4) Dasar pengenaan Pajak Parkir sesuai dengan hargartarif parkir yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara Parkir, apabila tidak ditetapkan harga'tarif parkir, perhitungannya dapat 
mengacu pada tarip Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan mengalikan omzet 
selama 1 (satu) bulan. 

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

BAB V 
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN 
DAN PENUNDAAN 
Pasal 6 

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kantor Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk 
oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
dan STPD. 

(2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas 
Daerah paling lambat 1 x 24 (dua puluh empat) jam setiap hari kerja. 

(3) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak 
terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dan mendapat pertimbangan Kepala DPPKAD. 

(5) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah 
memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 296 (dua persen) setiap 
bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran 
pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 256 (dua persen) setiap 


bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar. 
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(7) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan 
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. 

(8) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SPTPD 
serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran. 

(9) Kepala DPPKAD mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pemberian persetujuan / penolakan angsuran dan/atau 
penundaan kepada wajib pajak. 

(10) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar 
secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim. 

(11) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari 
berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim. 

(12) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat 
dalam buku penerimaan. 


(13) Bentuk SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini. 


BAB VI 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
Pasal 7 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Bupati dalam jangka waktu valing lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak 
memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 
2 Yo (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 





2s 


BAB VII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 


Pasal 8 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepaaa 
Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD dengan tembusan kepada Dinas dengan melampirkan foto copy 
NPWPD dan SPTPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. 

(2) Kepala DPPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai 
bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan Keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau 
pengurangan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 
dianggap dikabulkan. 

(5) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak. 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 
Pasal 9 

(1) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. 

(2) Surat Peringatan | dikeluarkan apabila 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak Daerah (STPD) Wajib Pajak belum membayar Pajak. 

(3) Surat Peringatan II dikeluarkan apabila 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat 
Peringatan I, Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang. 

(4) Surat Tagihan dan Surat Peringatan 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 
dan (3) dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD. 

(5) Bentuk STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 10 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan II jumlah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) heri 
sejak tanggal Surat Peringatan II. 

(3) Bentuk Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan 
pelaksanaan Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, VIII dan IX 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh 
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

(2) Bentuk surat perintah melaksanakan penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita 


sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan XI Peraturan Bupati ini. 


Pasal 12 
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan 
Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala DPPKAD 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 


Pasal 13 
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan 
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 


Pasal 14 
(1) Kepala Dinas dapat menetapkan jadual waktu tindakan penagihan pajak yang 
menyimpang dari jadual waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dengan memperhatikan situasi dan kondisi 
masing-masing Daerah. 
(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar 
dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak 


Seketika dan Sekaligus. 
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(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat 
Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat 


pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan. 


BAB IX 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING 


Pasal 15 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPPKAD atas : 

a. SPPT, 
SKPD: 
SKPDKB, 
SKPDKBT: 
SKPDLB, 
SKPDN, dan 
STPD: dan 
f. Pemotongan atau pemungutuan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 


cr » « 


2 » 


ka) 


perundang-undangn perpajakan daerah. 
(2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- 
alasan yang jelas. 

b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena alasan diluar kekuasaannya. 

C. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. 

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(4) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKAD atau tanda 
pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan 


surat keberatan. 
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(5) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan, 
Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(6) Keputusan Kepala DPPKAD atas surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang. 

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan 
Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap 
dikabulkan. 

(8) Apabila wajib Pajak tidak bisa menerima atas keputusan keberatan yang diajukan, 
maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. 

(9) Tata cara pengajuan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(10) Bentuk formulir permohonan keberatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII 
peraturan Bupati ini. 
BAB X 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN /PENEMPATAN ALAT 
Bagian Kesatu 


Tata Cara Pemeriksaan Pajak 


Pasal 16 

(1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas dalam bentuk : 

a. pemeriksaan lengkap: dan/atau 
b. pemeriksaan sederhana. 

(3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di 
tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim 
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam 
pemeriksaan pada umumnya. 

(4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan 
di lapangan dan di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun- 
tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan 
bobot dan kedalaman yang sederhana. 





-15- 


Pasal 17 


Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan 


cara : 


a. 


memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan 
kewajiban perpajakan daerah, 

memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan pengolah data lainnya, 

meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima, 
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa: 

memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpan dokumen, 
uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau 
tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat- 
tempat tersebut, 

melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil 
atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan, dan 

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai 


hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. 


Pasal 18 


Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan 


cara: 


a. 


memberikan peringatan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku 
catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
perangkat elektronik pengolah data lainnya: 

meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima: 
memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan pengolah data lainnya: dan 

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 


hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. 
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Pasal 19 

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau 
kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan sepanjang ada pihak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas 
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada 
kesempatan berikutnya. 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, 
pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. 

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, 
wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap 
dilakukan dengan terlebih danulu minta pembantu wajib pajak yang bersangkutan 
untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan. 

(4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya 
harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran 
pemeriksaan. 

(5) Apabila pembantu wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk 
membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat 
pernyataan penolakan pemeriksaan. 

(6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa 
membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. 

(7) Surat penyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu 
pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk 
penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. 

(8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD berbeda dengan SSPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib 
pajak yang bersangkutan. 

(10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan 
lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah 


pemeriksaan selesai dilakukan. 
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(11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. 

(12) Hasil pemeriksaan kantor/lapangan disampaikan kepada wajib pajak. 

(13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil 
pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak. 

(14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila 
pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. 

(15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat 
laporan pemeriksaan. 

Bagian Kedua 
Pemasangan/Penempatan Alat 
Pasal 20 

(1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi 
Wajib Pajak. 

(2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa elektronik atau alat 
lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara 
menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak. 

(3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan berita acara. 

BAB XI 
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN PELAPORAN 
Pasal 21 

(1) Dinas mencatat SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dalam buku menurut jenis 

pajak sesuai dengan NPWPD. 


(2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan. 


Pasal 22 
(1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku menurut jenis pajak. 
(2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar 
penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak. 
(3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak 


sesuai masa pajak. 
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Pasal 23 
Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 


Pasal 24 
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilakukan secara tertib, 
teratur dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku. 
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk menghitung besarnya pajak terutang. 
BAB XII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH 


Pasal 25 

(1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan 
penelitian administrasi dan penelitian di lapangan. 

(2) Hak untuk melakukan penaginan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak 
melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah. 

(3) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam: 

a. SKPD: 
b. SKPDKB, 

SKPDKBT: 

STPD, 

Surat Keputusan Pembetulan: 


Mp 2» 


Surat Keputusan Keberatan: 
Surat Keputusan Banding, atau: 


— Na 


Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 


Pasal 26 
(1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) meskipun belum kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila : 
a. obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali: 
b. obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada Instansi berwenang: 
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Cc. subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak 
diketahui ahli waris/penanggung pajaknya, 
d. obyek pajak telah dicabut registrasinya oleh Instansi berwenang. 
(2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan 
secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus dibuatkan berita acara pemeriksaan 


oleh petugas dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat. 


Pasal 27 

(1) Kepala DPPKAD menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah 
kepada Bupati selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember pada setiap tahun 
berkenaan. 

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama Instansi 
terkait. 

(3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 

a. Nama wajib pajak/penanggung pajak, 

b. Alamat wajib pajak/penanggung pajak, 

Cc. Jenis Pajak Daerah, 

d. Tahun Pajak, 

e. Tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir): 

f. Jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan: 

9. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan: 
h 


. Alasan dihapuskan. 


Pasal 28 
Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 


Pasal 29 
Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kepala DPPKAD 


menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah. 
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Pasal 30 
Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) yang telah mendapatkan Keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar 


obyek pajak daerah. 


Pasal 31 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis 


pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD. 


BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 32 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 


ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 


Ditetapkan di Tuban 





| BUPATI 


ft. 


Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 2 Aib» 2012 
SEKRETARIS DAERAH, 


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI B NOMOR 092. 


LAMPIRAN | 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR “- TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 


BENTUK DAN ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN 





WAJIB PAJAK/BADAN USAHA 


. DATA BADAN USAHA 


0 


Sa AN DN an 


SN AN KA 


Nama Badan Usaha 
Kabupaten/Kota 
Kecamatan / Kelurahan 
RT / RW 

Alamat 


Telepon 


. DATA PENDAFTARAN 


Jenis Pendapatan 

Self Assesment 
Pendaftaran/Pengesahan 
Petugas 


. DATA PEMILIK USAHA 


Nama Badan Usaha 
Jabatan Pemilik Usaha 
Kabupaten/Kota 
Kecamatan / Kelurahan 
RT / RW 
Alamat/Pemilik Usaha 


Telepon 


: Ya / Tidak 
: Tgl. 


. Entry Data Wajib Pajak pada Aplikasi Pendapatan Daerah 











LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK DAERAH 





BENTUK KARTU NPWPD 


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
KARTU PENGENAL NPWPD 


An. BUPATI TUBAN 
Kepala DPPKAD 





PERHATIAN 


Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang 
agar segera melaporkannya ke DPPKAD. 
Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan 


membayar pajak. 
Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya 
melaporkan ke Dinas DPPKAD. 








LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 48 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 


BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 


1. SPTPD PAJAK HOTEL 








PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 
DAN ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 


























NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
2 || 
Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 
2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 
3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1. NAMA/USAHA WP/WR : - 
2. ALAMAT : 
3. DESA/KELURAHAN 3 
1. PAJAK HOTEL 
No. Jenis Kamar | Jumlah Tarip 





Terjual | Omzet 





OMZET RATA-RATA PERBULAN 





PERNYATAAN 





IU 


Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 


Wajib Pajak 








DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN TUBAN 








Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 








2. SPTPD PAJAK RESTORAN. 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 
ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 








NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 


1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 








DIISI OLEH WAJIB PAJAK 








1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 
3. DESA/KELURAHAN 





2. PAJAK RUMAH MAKAN/RESTORAN 


No. Jenis Makanan | Jumlah | Harga | Terjual Omzet 

















OMZET RATA-RATA PER BULAN 





PERNYATAAN 





Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama : 
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 





DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 








Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 














3. SPTPD PAJAK HIBURAN 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 
DAN ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 








NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 


1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 


— 








DIISI OLEH WAJIB PAJAK 





1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 
3. DESA/KELURAHAN 


bata 


3.PAJAK HIBURAN 


No. Jenis Hiburan Terjual Tarip Omzet Ket - 


Omzet RATA-RATA PERBULAN 
PERNYATAAN 






































Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 


Wajib Pajak 











DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 
Diterima tanggal : 
Nama Petugas 
NIP 

















4. SPTPD PAJAK REKLAME 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 
DAN ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 


























NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 
2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 
3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 
3.  DESA/KELURAHAN 
4.PAJAK REKLAME 
Jenis Reklame/Nama Tempat Jumlah 






Reklame Pemasangan 











Periode Pemasangan 


Tarip Pajak 25 4 








PERNYATAAN 





Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 





DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 








Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 














5. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 
ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 








NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 


1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 





DIISI OLEH WAJIB PAJAK 





1. NAMA/USAHA WP/WR: 

















2. ALAMAT 
3. DESA/KELURAHAN 
-e—— 
5.PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
No. Jenis Galian Lokasi Produksi Harga Jumlah 
(Ton) Dasar/Ton 
Produksi Bulan 
Tarip Pajak 25 4 
PERNYATAAN 





Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 








DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 





Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 











6.  SPTPD PAJAK PARKIR 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH TAHUN 


JL. Kartini Nc. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 








NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 


1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 





DIISI OLEH WAJIB PAJAK 





1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 
3. DESA/KELURAHAN 





6.PAJAK PARKIR 





No. Jenis Tempat /Lokasi | Omzet | Tarip |... Ket. 











Periode Pajak 
Omzet 
Tarip Pajak 30 X 





PERNYATAAN 











Yang bertanda tangan dibawah ini : 


Nama 





Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 











DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 





Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 











7.  SPTPD PAJAK AIR TANAH 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 
ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 


NPWPD : 


Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 


Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 


2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 


3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 


TUBAN 














1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 





3. DESA/KELURAHAN 








T.PAJAK AIR TANAH 
| No. | JENIS Tempat /lokasi | Tarip/M3 — | Volume/M3 Ket. 

















Periode Pajak 


Tarip Pajak 20 4 





PERNYATAAN 








Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 





DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 





Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 











8.  SPTPD PAJAK SARANG BURUNG 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 
ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 








NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 





1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan huruf cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 





DIISI OLEH WAJIB PAJAK 








1. NAMA/USAHA WP/WR: 
2. ALAMAT 








3. DESA/KELURAHAN 





8. PAJAK SARANG BURUNG 





No. Nama WP Tempat /lokasi Tarip Pajak 


10 


Produksi Jumlah 






















Periode Pajak 


Tarip Pajak 10 96 











PERNYATAAN 











Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 


Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 





DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 





Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 

















9. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR SPTPD : 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 
ASET DAERAH 


JL. Kartini No. 2 Tuban 
Telpon (0356 ) 321020 Psw. 125 





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) 
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHAIPEMILIK USAHA 











NPWPD : 
Kepada : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
di 
TUBAN 
Perhatian : 





1. Harap diisi dalam rangkap dua (2 ) ditulis dengan hurud cetak. 

2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Jl. Kartini No. 2 Tuban paling lambat pada tanggal 

3. Diisi dengan keadaan pada tanggal 





DIISI OLEH WAJIB PAJAK 








1. NAMA/USAHA WP/WR: 
ALAMAT : 
3. DESA/KELURAHAN 


» 








9. PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN 








No. Jenis Tempat /lokasi Tarip Pemakaian Jumlah 








Periode Pajak 3 | 


Tarip Pajak 1,5 X6 














Ra | 
PERNYATAAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : 
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat. 
Tuban, 
Wajib Pajak 

















DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN 





Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 














LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 48 TAHUN 2012 
TENTANG 


PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 


KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 





BENTUK SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT DAN SKPDN 
































1. SKPD 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN (SKPD ) SKPD NOMOR : 
DAN ASET DAERAH BULAN ra NN MN nana 
JL. KARTINI NO. 2 TELPON ( 0356 ) 321020 
PSW.116 TAHUN 20.... 
TUBAN 

NAMA USAHA 

ALAMAT 

NAMA PEMILIK 

NPWPD 

JATUH TEMPO 

(No. NOMOR REKENING RINCIAK OBYEK PAJAK aa JUMLAH (Rp) 
1 0120100411 Taste "| PAJAK Santang matre RO ngan 

PERIODE : 01/01/20... S/D 
31/12/20... 
JUDUL : 
KELAS/LOKASI : 
KABUPATEN TUBAN 
JUMLAH 
JUMLAH KETETAPAN PAJAK Rp. Mann ena 
BUNGA / DENDA 
JUMLAH Ae Pe NN OA 


DENGAN HURUF : 
PERHATIAN : 


Pajak Daerah 








KESELURUHAN 


Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran 


Bila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 Y6 per bulan 


AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN 








2. SKPDKB 
































SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN KURANG BAYAR 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN ( SKPDKB ) SKPD NOMOR : 
DAN ASET DAERAH BULAN: Sanu MP gann 
JL. KARTINI NO. 2 TELPON ( 0356 ) 321020 
PSW.116 TAHUN 20.... 
TUBAN 
NAMA USAHA 
ALAMAT 
NAMA PEMILIK 
NPWP 
D 
JATUH TEMPO 
NO. | NOMOR REKENING RINCIAK OBYEK PAJAK Jaa (F1 | 
LI 
0.1.20.05.41AAM...... | PAJAK 
1 an NN ARA Ul enoseerankn AT 
PERIODE : 01/01/20... SID 
31/12/20... 
JUDUL : 
KELAS/LOKASI : KABUPATEN TUBAN 
JUMLAH e 
JUMLAH KETETAPAN PAJAK Rp. PE en 
Pa NN DN am 
KURANG BAYAR rn 
JUMLAH Mpasi nimenenas 
KESELURUHAN 
DENGAN HURUF : 
PERHATIAN : 
Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran 
Pajak Daerah 
Bila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 Yo per bulan 
TUBAN na aan 
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN 
NIP. 














3. SKPDLB 














SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN LEBIH BAYAR 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN (SKPDLB) SKPD NOMOR : 
DAN ASET DAERAH BULAN Saree 
JL. KARTINI NO. 2 TELPON ( 0356 ) 321020 PSW.116 TAHUN 20.... 


TUBAN 


NAMA USAHA 
ALAMAT 
NAMA PEMILIK 





NPWPD 
JATUH TEMPO 





NO. NOMOR REKENING RINCIAK OBYEK PAJAK | 






































1. 0.1.20.05.44M......... | PAJAK ... en SN 
PERIODE : 
31/12/20... 
JUDUL : 
KELAS/LOKASI : KABUPATEN 
TUBAN 
JUMLAH 
JUMLAH KETETAPAN PAJAK Enaatamakanyookbisnan 
BUNGA / DENDA 
ea NN aci sat 
JUMLAH KESELURUHAN 
DENGAN HURUF : 
PERHATIAN : 
Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran 
Pajak Daerah 


Bila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 "4 per bulan 


TUBAN, aperrironaasan insta 
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 


DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN 














4. SKPDKBT 








SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN KURANG BAYAR TAMBAHAN 


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN ( SKPDKBT ) SKPD NOMOR : 


DAN ASET DAERAH EA Na 
JL. KARTINI NO. 2 TELPON ( 0356 ) 321020 
PSW.116 TAHUN 20.... 


TUBAN 








NAMA USAHA 
ALAMAT 
NAMA PEMILIK 
NPWPD 
JATUH TEMPO 


































NOMOR REKENING RINCIAK OBYEK PAJAK JUMLAH ( Rp ) 
012009411 Nissirea | PAJAK seenean tang RPkes amin emstian 
PERIODE : 01/01/20... S/D 
31/12/20... 
JUDUL : 
KELAS/LOKASI : KABUPATEN 
TUBAN 
JUMLAH 
JUMLAH KETETAPAN PAJAK TE 








BUNGA / DENDA 





KURANG BAYAR TAMBAHAN 


JUMLAH KESELURUHAN 





DENGAN HURUF : 
PERHATIAN : 
Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran 
Pajak Daerah 

Bila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 Yo per bulan 


AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN 














5. SKPDN. 





SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN ( SKPDN) SKPD NOMOR : 
DAN ASET DAERAH BULAN Sia ngak 
JL. KARTINI NO. 2 TELPON ( 0356 ) 321020 PSW.116 TAHUN 20.... 
TUBAN 











NAMA USAHA 
ALAMAT 
NAMA PEMILIK 


NPWPD 
JATUH TEMPO 








| RINCIAK OBYEK PAJAK JUMLAH (Rp) 






NO. NOMOR REKENING 








1. 01.20.05.41AA......... | PAJAK .e.oooocooco.ooo 
PERIODE : 01/01/20... S/D 
31/12/20... 

JUDUL : 

KELAS/LOKASI : KABUPATEN 
TUBAN 
JUMLAH 


La EN PN EN ia 















JUMLAH KETETAPAN PAJAK 














BUNGA / DENDA 










JUMLAH KESELURUHAN 


DENGAN HURUF : 
PERHATIAN : 
Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran 


Pajak Daerah 
Bila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 


berupa bunga sebesar 2 4 per bulan 





AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN 





NIP. 











LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR -“ TAHUN 2012 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 
TAHUN 2011 


BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 





SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 
PAJAK Sereirkanesinnnemetabaetns arena 





TEMPAT PEMBAYARAN 
PEMBAYARAN PAJAK 

BULAN 

TAHUN 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAKINPWPD) 
NAMA WAJIB PAJAK : 
LETAK OBYEK PAJAK 
KELURAHAN/DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

JUMLAH TAGIHAN 

JUMLAH DENDA 

TOTAL TAGIHAN 

KODE REKENING 

KODE PENGESAHAN DARI DPPKAD : 
REFERENSI BANK 

TANGGAL PEMBAYARAN 

JAM PEMBAYARAN 





DPPKAD KABUPATEN TUBAN MENGAKUI RESI INI 
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH 





LAMPIRAN VI 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR “:G TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 





BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 


Nomor : 970/ Kepada : 
Yth. Bpk/Ibu/Sdr. 

















Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD TANGGA knee LN ana ternyata 
Saudara belum melunasi Pajak ...................... 
Nama Wajib Pajak 
Nomor kohir 
Bulan/Tahun 
No. Jenis Pajak Pokok Pajak Sanksi Administrasi Jumlah 
2 Yo Perbulan 
| Jumlah : 
Sanksi administrasi berupa Bunga 2 Y6 perbulan 
Jumlah yang harus dibayar | 


























| Tempo Pembayaran : | Tempat Pembayaran : 


TUDANYA Peranan aan ana 


Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 

















LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR “4:5 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 





BENTUK SURAT PAKSA 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





SURAT PAKSA 
Nomor : 
Menimbang bahwa 
Nomor Registrasi 
Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak 
Alamat 


Menunggak sejumlah pajak sebagaimana tercantum di bawah ini : 





No. | Jenis Pajak Tahun | Nomor & Tanggal Jumlah Tunggakan Pajak 


Pajak | SKPD/SKPDLB/SKPDKBT 


1. Memerintahkan Penanggung Pajak/Wajib Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, dalam jangka waktu 2 (dua) 
kali dua puluh empat jam: 

2. Memerintahkan kepada Jurusita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang di 
tunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik 
penanggung Pajak/Wajib Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak 























Dengan ini : 





dipenuhi. 
PUS AN AE APP PAN SP AA 
PERHATIAN : 
1. PAJAK HARUS DILUNASI PALING An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
LAMBAT 2 X 24 JAM SETELAH Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
MENERIMA SURAT PAKSA INI. Kepala Bidang Pendapatan 


SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN AKAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENYITAAN. 








H. FATHUL HUDA 


' 





LAMPIRAN VIII 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 


Pada hari ini, ............. TANGGA esis n azas BUlAN nana tahu esa esran Atas permintaan kepada 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, saya Jurusita 
Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. 


MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI 


Kepada Saudara ........... bertempat tinggal di ............. Berkedudukan sebagai Penanggung 
Pajak/Wajib Pajak Nomor Registrasi ................ Dan Surat Paksa Nomor ................ Tertanggal 
Pena dan saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut 
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, 


memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus melunasi utang pajak................. ke Kantor Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sebesar 
aan Tn In ) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya- 


biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah 
dtentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan 
disita dan di jual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk 
membayar utang pajak, denda, sanksi administrasi berupa bunga dan biaya-biaya yang berhubungan 
dengan pelaksananaan penagihan ini. 


Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYITAAN dan LELANG. 


Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini Penanggung Pajak/Wajib Pajak, dan 
saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. 


Menyerahkan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ............... bertempat di ............... disebabkan ... 
Yang menerima salinan Surat Paksa Jurusita Pajak Daerah 
NIP. 
Jabatan 


Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut : 

Biaya harian Jurusita Pajak SU RIP sos epassenvitanan enantasa meemranananannassann 
Biaya perjalanan 
Jumlah 











LAMPIRAN IX 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 48 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA 
Nomor : 
|. Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak 
Alamat/Tempat Tinggal 
Nomor Registrasi 


Il. Pelaksanaan : 
1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal ............. 
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir. 
3. Utang pajak sebagai berikut : 










Nomor & Tgl Jumlah Pajak Jumlah Pajak yg telah Jumlah Pajak yg masih 









SKPD/SKPDKB/ yg harus dibayar harus dibayar 
SKPDKBT dibayar 
Menurut Menurut Menurut Menurut 
Surat Wajib Pajak Surat Wajib Pajak 
Paksa Paksa 














| 








II. Data mengenai tunggakan pajak dan obyek pajak sita Penanggung Pajak/Wajib Pajak 
a.  Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan 


Nomor & Tgl | Tgl Surat 
SKPD/SKPDKB/ | Keberatan Penyelesaian Surat Keberatan 
SKPDKBT 





Tgl. Diterima/ Tunggakan 
Ditolak ditolak ajak 


























b. Obyek Sita 


Ken Jenis Barang Bergerak Terletak di Taksiran Harga 





2, Jenis Barang Bergerak 





Kesimpulan Jurusita Pajak. 


Terletak di 





Taksiran Harga 


Mengetahui : 


Kepala Bidang Pendapatan 


Aaron 





Jurusita Pajak 


NIP ensoonnaan 








LAMPIRAN X 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR TAHUN 2012 
TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 


BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 








PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 


Nomor : 
Oleh karena Penanggung Pajak/Wajib Pajak, 
Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak 
Alamat/Tempat Tinggal 
Nomor Registrasi : 
Telah dilakukan penagihan paksa dengan Surat Paksa Nomor .........ooooooooocoooo Tanggal 
PN AA EN namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka 
sesuai dengan ketentuan Pasal ....... Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor —— Tahun 20... tentang 


Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada : 

Nama 

NIP 

Jabatan Jurusita Pajak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. 


Untuk melakukan penyitaan barang-barang ( barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Penanggung 
Pajak/Wajib Pajak baik yang berada ditempat Penanggung Pajak/Wajib Pajak maupun yang berada di tangan 
orang lain. 


Penyitaan agar dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang saksi, warga Negara Indonesia yang telah mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya. 


Berita acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ....... Hari setelah pelaksanaan 
penyitaan. 


An. Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
Kepala Bidang Pendapatan 





NIP. 









Joan UBAN, 





LAMPIRAN XI 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 48 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jalan Kartini No. 2 Telp. (0356) 321020 Pesawat 125 
TUBAN - 62311 





BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA 






Nomor : 
Pada hari ini .............. tanggak .. .bulan ..... ... atas kekuatan Surat perintah 
Melakukan Penyitaan Kepala ...................... Nomor nenen. yang bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini domisili di Kantor ............ berdasarkan Surat Paksa yang 
dikeluarkan tanggal ............. NOMON ae danrarmenesxs yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Penanggung 
PajakWajib Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya , Jurusita Pajak Daerah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban tinggal di ........ dengan dibantu 2 (dua) orang saksi 


warga negera Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat 
dipercaya yaitu : 


IN ino an ee enaa hn ema PEKEFJAAN:...oo.m meeeenn sasaran 
MANA na La Pn SN LL PEKENjAAN a22 220251 aon nanom ente 


Telah dating di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan/Penanggung Pajak/Wajib Pajak : 
Menimbang bahwa 

Nomor Registrasi 

Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak 

Alamat 


Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak 
karena yang bersangkutan masih menunggak pajak sebagaimana tersebut di bawah ini : 





Pajak | SKPD/SKPDLB/SKPDKBT 
| | 
| | 


Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : 








| No. | Jenis Pajak Tahun | Nomor & Tanggal Jumlah Tunggakan Pajak 
| 





Jumlah | 





1 Jenis Barang Bergerak Terletak di Taksiran Harga 


2: Jenis Barang Tidak Bergerak Terletak di Taksiran Harga 


Kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak dijelaskan bahwa : 


1. Uang pajak dan biaya penagihan pajak harus sudah dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah 
dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk 
melelang barang barang yang telah disita, 

2. Barang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantara Kantor Lelang, pada tanggal dan di 
tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli. 


Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk ................. yang 
bertempat tinggal di ............... sebagai penyimpanan dan untuk itu penyimpan tersebut 


menandatangani berita acara dan salinan-salinanya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu. 


Penunjuk sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani 
berita acara dan salinan-salinannya. 


Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Penanggung Pajak Wajib Pajak. 


Penanggung Pajak/Wajib Pajak Jurusita Pajak, 
NIP. 
Penyimpan Saksi 
NN Ae BNN tt aan Te Son 
LN En EN Sa KP 


Biaya penagihan pajak yaitu : 


- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi 
- Biaya Perjalanan 

Jumlah 

Telah/belum ") dilunasi 














LAMPIRAN XII 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR. TAHUN 2012 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK DAERAH 





SURAT PERMOHONAN KEBERATAN 





PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 


Nomor 

Lampiran : 

Perihal : Keberatan Atas Pajak Terhutang pada SKPD 
Bulan / Tahun Pajak ....... 


Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban 
Jl. Kartini No. 2 Tuban 
Yang bertanda tangan dibawah ini 


Nama 
No. KTP 
Alamat ul 
Desa/Kelurahan anianbena 
Kabupaten Kofa: Mena maan ran 
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa wajib pajak . 

Alamat 2 dlamung 

Desa/Kelurahan 
Kabupaten/Kota 
No. SKP SA EN ANA 
Tanggal diterimanya SKP : ................. 
Dengan ini mengajukan keberatan atas SKP 













Bersama ini dilampirkan : 

Asli SKPD Pajak ... yang diajukan keberatan, 

Foto copy identitas Wajib Pajak, dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan: 

Bukti pembayaran Pajak Bulan/Tahun berjalan paling sedikit 50 96 dari utang pajaknya atau telah lunas, 
Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan: dan/atau 

Bukti pendukung berupa fotocopy, 








Haa AN Bra 





Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 


Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak 














